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LATAR BELAKANG 

Paket Kebijakan Ekonomi I-XV yg 
dicanangkan pemerintah 
beberapa tahun lalu belum 
maksimal, karena masih 
terhambat dengan proses 
perizinan berusaha.  

PAKET KEBIJAKAN 

EKONOMI  

Secara keseluruhan 
belum terintegrasi 
antara PTSP Pusat – Prov 
& Kab. / Kota.  

SISTEM PERIZINAN 

BERUSAHA 

Melaksanakan ketentuan : 
• Pasal 25 , UU 25 / 2007 ttg PM 
• Pasal 6 & 7 UU 23 / 2014 ttg Pemerintahan 

Daerah yg telah diubah terakhir dg UU 9 / 
2015 ttg Perubahan Kedua Atas UU 23 / 
2014 ttg Pemerintahan Daerah 

PERTIMBANGAN YURIDIS 

1 

2 3 



DASAR HUKUM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha sec 

Elektronik. 

PP 24/ 2018 

 

Norma, standar, 

prosedur, kriteria 

dari KL 

PERMEN NSPK 

• Edit text here 

• Edit text here 
Percepatan pelaksanaan berusaha 

 SATGAS 

PERPRES 91/ 2017 

Pedoman pelaksanaan 

Perpres 91/ 2017. 

PERMENKO  

PEREKONOMIAN  8/2017 

O S S 



N S P K   dari   KEMENTERIAN/ LEMBAGA 
Permen LH & Kehutanan RI. No P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 ttg NSPK Pelayanan Perizinan Terintegrasi Lingkup 

Kemen LH & Kehutanan 

Permen Keuangan RI No. 71/PMK.04/2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sec. Elektronik di Bid. 

Kepabeanan, Cukai, & Perpajakan 

Permen ESDM RI. No. 39 Th. 2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sec. Elektronik Bidang 

Ketenagalistrikan 

1 

2 

3 

Permen Perdagangan RI. No. 77 Th. 2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sec. Elektronik di Bid. 

Perdagangan 

Permen Pariwisata No. 10 Th. 2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sec. Elektronik Sektor Pariwisata 

Permen Kesehatan RI. No. 26 Th. 2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sec. Elektronik Sektor Kesehatan  

Permen Pertanian RI. No. 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 ttg Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian  

4 

5 

6 

Permen PU dan Perumahan Rakyat RI. No. 19/PRT/M/2018 ttg Penyelenggaraan IMB Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi 

Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 

Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Th. 2018 ttg Perizinan Berusaha Terintegrasi Sec. Elektronik Sektor 

Pendidikan dan Kebudayaan 

Per. BKPM RI No. 6 Th. 2018 ttg Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. 

7 

8 

9 

10 



N S P K   dari   KEMENTERIAN/ LEMBAGA 
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia : 

Peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 89 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, dan 

kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor perhubungan di bidang laut 

Peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 91 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, dan 

kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor perhubungan di bidang perkeretaapian 

11 

a. 

b. 

Peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 88 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, dan 

kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor perhubungan di bidang darat 
c. 



IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN SATGAS 

1. Prov. Jawa Tengah telah membentuk Satgas tingkat Provinsi (SK 

Gubernur No. 561/101 Th 2017 ttg Pembentukan Satuan Tugas 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Jawa Tengah 

2.  Tingkat Kabupaten / Kota telah terbentuk 35 Satgas. 

Percepatan pelaksanaan berusaha 

 SATGAS 

PERPRES 91/ 2017 

Pedoman pelaksanan 

Perpres 91/ 2017. 

PERMENKO  

PEREKONOMIAN  8/2017 



IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN SATGAS 



Fungsi Satgas dalam Pengawalan OSS 

1 Membentuk LAYANAN PENGADUAN (help desk & pusat informasi /call center) 

2 
Melakukan penyelesaian hambatan (debottlenecking) atas seluruh perizinan 
berusaha yang menjadi kewenangan Provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh K/L 
dan Pemerintah Kab/Kota yang telah diajukan dan belum selesai 

3 
Penyederhanaan proses perizinan (debirokratisasi) yang mencakup penggunaan data 
sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha 

4 Melaksanakan pelayanan perizinan  berusaha yg baru dg menerapkan 
penyederhanaan proses perizinan  (debirokratisasi) 

5 Mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan 
melalui informasi dan data daring (Online Single Submission) internet dg 
bandwidth memadai.  

6 Menyiapkan pembiayaan dan SDM dalam rangka penerapan perizinan melalui Online 
Single Submission  



KINERJA SATGAS 



Inventarisasi perizinan di DPMPTSP Prov. Jateng 

dalam rangka Implementasi PP 24/ 2018 

166 

Perizinan 

74 

Perizinan 

OSS 

92 

Perizinan 

Non OSS 

PRA OSS 

PASCA OSS 



NO BIDANG SEMULA OSS NON OSS  

1.   Penanaman Modal  9 Izin 9 Izin - 

2.   Kelautan dan Perikanan 19 Izin 14 Izin 5 Izin 

3.   Kehutanan 8 Izin 4 Izin 4 Izin 

4.   Perhubungan 17 Izin 17 Izin - 

5.   Kesehatan 9 Izin 8 Izin 1 Izin 

6.   Lingkungan Hidup 2 Izin 2 Izin - 

7.   Pendidikan 12 Izin 2 Izin 10 Izin 

8.   Perindustrian dan Perdagangan 6 Izin 3 Izin 3 Izin 

9.   Perkebunan 8 Izin 4 Izin 4 Izin 

10.   Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 4 Izin 4 Izin - 

11.   Koperasi dan UMKM 3 Izin 2 Izin 1 Izin 

12.   Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 5 Izin  - 5 Izin 

13.   Sosial 1 Izin - 1 Izin 

14.   Pengelolaan Sumber Daya Air 3 Izin - 3 Izin 

15.   Pekerjaan Umum / Bina Marga 16 Izin - 16 Izin 

16.   Peternakan dan Kesehatan Hewan 17 Izin - 17 Izin 

17.   Energi dan Sumber Daya Mineral 27 Izin 5 Izin  22 Izin 

Jumlah 166 Izin 74 Izin 92 Izin 

Inventarisasi perizinan di DPMPTSP Prov. Jateng 

dalam rangka Implementasi PP 24/ 2018 



POKOK-POKOK 
PENGATURAN DALAM PP 24 TH. 2018 



Percepatan, Peningkatan PM  

dan Izin Berusaha  

Penataan kembali sistem pelayanan 

yg dilakukan oleh PTSP 

Tersedianya data sharing 

(End to end) 

Pelayanan PTSP menjadi lebih efisien, 

Melayani dan Modern (OSS) 

Terstandarisasi persyaratan 

Tujuan PP No 24 Tahun 2018 



 

 

Jenis, pemohon, dan 

penerbit Perizinan Berusaha 

Pelaksanaan Perizinan 

Berusaha 

Reformasi Perizinan 

Berusaha sektor 

Sistem 

OSS 
Pendanaan 

OSS 

Insentif atau 

disinsentif 

pelaksanaan 

Perizinan Berusaha 

melalui OSS 

Penyelesaian 

permasalahan dan 

hambatan Perizinan 

Berusaha melalui OSS 

Sanksi 

Lembaga OSS 

Pokok-Pokok Pengaturan Dalam PP 24 2018 
(Pasal 4) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



IZIN USAHA 

izin yg diterbitkan Lembaga OSS untuk dan 

atas nama menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/wali kota, setelah 

Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan 

untuk memulai usaha dan/atau kegiatan 

sampai sebelum pelaksanaan komersial 

atau operasional dengan memenuhi 

persyaratan dan/ atau Komitmen 

1 

IZIN OPERASIONAL/ 

KOMERSIAL 

2 

izin yg diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas 

nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 

bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha 

mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan 

kegiatan komersial atau operasional dengan 

memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen. 

JENIS IZIN BERUSAHA (pasal 5) 

Tahap Persiapan Tahap Produksi Komersial 

Pengadaan tanah; Perubahan luas lahan; 

Pembangunan gedung & 

pengoperasiannya; pengadaan peralatan / 

sarana; pengadaan SDM; penyelesaian 

sertifikasi / kelaikan; pelaksanaan uji coba 

produksi (Psl.38). 



SIAPA SAJA PEMOHON ? (PASAL 6) 

Perseorangan 
Non 

Perseorangan 

a. Perseroan terbatas;  

b. Perusahaan umum;  

c. Perusahaan umum daerah;  

d. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh neg.;  

e. Badan layanan umum;  

f. Lembaga penyiaran;  

g. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;  

h. Koperasi;  

i. Persekutuan komanditer (commanditaire 
vennootschap);  

j. Persekutuan firma (venootschap onder firma); 

k. Persekutuan perdata.  



Sektor – sektor perizinan berusaha (Psl 85) 

1. Ketenagalistrikan;  

2. Pertanian;  

3. Lingkungan hidup dan kehutanan;  

4. Pekerjaan umum dan perumahan 

rakyat;  

5. Kelautan dan perikanan;  

6. Kesehatan;  

7. Obat dan makanan;  

8. Perindustrian;  

9. Perdagangan;  

10.Perhubungan;  

11. Komunikasi dan informatika;  

12. Keuangan;  

13. Pariwisata;  

14. Pendidikan & kebudayaan;  

15. Pendidikan tinggi;  

16. Agama dan keagamaan;  

17. Ketenagakerjaan;  

18. Kepolisian;  

19. Perkoperasian & usaha mikro, 

kecil, menengah;  

20. Ketenaganukliran. 

Pasal 86 

Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang tidak termasuk dalam Pasal 85 dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sektor bersangkutan. 



Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi (Psl.20) : 

3 1 2 

4 5 6 7 

Pendaftaran  NIB 

Penerbitan Izin Usaha 

& Izin Komersial atau 

Operasional Pemenuhan Komitmen 

Izin Usaha Izin 

Komersial atau 

Operasional 

Pembayaran biaya 

Fasilitasi Masa berlaku 

Pengawasan 



POKOK-POKOK DALAM PP 24 TAHUN 2018 & IMPLEMENTASI ‘OSS’ 

2 

OSS 

SEMUA JENIS USAHA diterbitkan melalui'OSS', kecuali 

sektor  pertambangan dan keuangan, serta properti & 

perumahan 

1 

KBLI 1 KBLI 2 KBLI .. dst 

IU … dst 

ONE  COMPANY  –  ONE   'NIB' 

IZIN USAHA 

(nomenklatursesuaisektor) 

IU Sektor B IU Sektor A 



1 AKUN – untuk lebih dari 1 perusahaan 3 
Registrasi menggunakan NIK  /  Paspor Direksi sebagaimana AKTA 

Bapak ANDI 

DIREKSI 

PT A PT B PT.. dst 

USERa.n Bpk Andi 

2
1 Copyright © 2017 Indonesia Investment 

Coordinating Board. All rights reserved. 

USERa.n Bpk Andi USERa.n Bpk Andi 

POKOK-POKOK DALAM PP 24 TAHUN 2018 & IMPLEMENTASI ‘OSS’ 



PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAJUAN  PERMOHONAN 
PERIZINAN BERUSAHA 

 

(PP 24 TH. 2018 TTG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA 
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK) 



Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved. 

1. 2. 

* 
3. 

* 
user-id ******  

password * 

* * * * * * *  * 

www.******* 

Input NIK (PMDN) / Paspor (PMA) 
Direksi dan data  lainnya 

melalui email  
perusahaan untuk  

mendapatkan user  id 
dan  password 

Pelaku usaha menerima  
email berisi User-ID dan  
Password. 

Pelaku usaha yang dapat mendaftarkan usahanya 
yaitu  Perorangan dan / atau Badan Usaha 
(termasuk UMKM) baru,  maupun yang sudah 
berdiri, dan juga kantor perwakilan 

Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 

PEMBUATAN DAN AKTIVASI AKUN OSS 1. 

AKTIVASI 

http://www/


CONTOH  REGISTRASI  OSS: 



CONTOH  AKTIVASI  OSS: 



3. 

BPJS KES & NAKER  N P W P RPTKA 
 

FASILITAS FISKAL I Z I N U S A HA (SIUP) 

AKSES KEPABEANAN  

API 

TDP 

Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah IDENTITAS PELAKU USAHA 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. 

Log-in melalui oss.go.id 
Input Data : 

• Data perusahaan 

• NPWP 
• Data modal 
• Data Akta 
• Data Pengurus dan  

Pemegang Saham 
• Maksud dan Tujuan  

Kegiatan  (KBLI) 
• Data Usaha 

• Nomor Induk Berusaha (NIB)  
diterbitkan 

• Dokumen pendaftaran lainnya  
dapat diterbitkan (jika diperlukan) 

N I B  DALAM RANGKA KEG BERUSAHA 2. 

Note : bentuk 13 digit,  

masa berlaku, pencabutan  

Psl.26 

Ps l.28 

Psl.23 
Psl.30 (1) 

Psl.29 





NIB yang di Terbitkan melalui OSS  
(Pendampingan di DPMPTSP Prov Jateng) 



NIB yang di Terbitkan melalui OSS  
(Pendampingan di DPMPTSP Prov Jateng) 



Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018 

Izin Usaha adalah izin yang diperlukan 
sebelum memulai kegiatan  usaha. 

• Izin Usaha diterbitkan setelah pernyataan  
komitmen 

• Setelah mendapat Izin Usaha, maka persiapan  
usaha dapat dilakukan 

Izin Usaha berlaku efektif setelah 
Pelaku  Usaha memenuhi 
KOMITMEN, termasuk  pembayaran 
PNBP (jika disyaratkan) 

PERMOHONAN IZIN USAHA 3. 



KOMITMEN IZIN USAHA: IZIN LOKASI 

Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh 
tanah yang  diperlukan untuk kegiatan usahanya dan berlaku pula 
sebagai izin pemindahan hak dan  untuk menggunakan tanah 
tersebut untuk kegiatan 

Izin Lokasi diterbitkan  
secara otomatis Pengisian komitmen 

RTRW 
PETA DIGITAL 

RTRW 
PETA DIGITAL 

RTRW 
PETA DIGITAL 

Permohonan Izin Lokasi 

Penerbitan Izin Lokasi 

Penyelesaian komitmen 

Pengisian komitmen 

Penerbitan Izin Lokasi 

Penyelesaian komitmen 

4. 



KOMITMEN IZIN USAHA: IZIN LINGKUNGAN 

15 

Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang 
melakukan usaha  dan/atau kegiatan yang wajib 
Amdal atau UKL-UPL dalam rangka  perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat  memperoleh izin usaha dan/atau 
kegiatan 

• Pengajuan Izin Lingkungan melalui OSS 
• Sistem OSS menerbitkan Izin Lingkungan. 

• Penyelsaian UKL-UPL: 15 hari  
kerja 

• Penyelesaian AMDAL adalah 115  
hari 

5. 



KOMITMEN IZIN USAHA : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 

Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik  
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,  
dan/atau merawat bangunan gedung 

• Pengajuan IMB melalui OSS 
• Sistem OSS menerbitkan IMB (melalui 

SIMBG / sistem informasi Manajemen 
Bangunan Gedung)  Permen PUPR 
No.19/PRT/M/2018. 

• Jangka waktu pemenuhan komitmen 30 hr 
• SIMBG dioperasikan o/ Kab./Kota Psl.5 (4) 

Permen PUPR. 

Pelaku usaha mendapatkan  
Keterangan Rencana  
Kabupaten/Kota dari  
DPMPTSP 

Pelaku usaha memenuhi 
persyaratan  komitmen 

6. 



Izin Usaha yang di Terbitkan melalui OSS  
(Pendampingan di DPMPTSP Prov Jateng) 

Izin Usaha 



Izin yang diperlukan ketika kegiatan usaha 
memasuki  tahapan komersial atau
 operasional 

IZIN  
OPERASIONAL/  
KOMERSIAL 

• Pelaku usaha mengisi pernyataan  
komitmen untuk menyelesaikan Izin  
Operasional/Komersial; 

• Sistem OSS otomatis menerbitkan Izin  
Operasional/Komersial. 

Pelaku usaha melaksanakan  
pemenuhan standar-standar  
atau persyaratan operasional/  
komersial 

Sistem OSS mengaktivasi  
Izin komersial/Operasional 

IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL 7. 



2. 3. 

Rp 

PEMBAYARAN 

Setelah mendapatkan izin dengan mekanisme pernyataan komitmen  

melalui OSS, pelaku usaha melakukan 
pembayaran PNBP, PAD  atau retribusi 
daerah dan melakukan konfirmasi pembayaran ke OSS 

Pelaku Usaha menerima email  
dan notifikasi dari sistem OSS  
mengenai daftar izin yang  
sudah dimiliki. 

Pelaku usaha membayar kepada  
instansi yang telah di tentukan. 

Pelaku usaha mengunggah  
bukti pembayaran ke sistem  
OSS. 

8. 



PENGEMBANGAN IZIN USAHA DAN PEMBARUAN DATA PERUSAHAAN 

Pengembangan usaha: penambahan 
kapasitas,  perluasan usaha pada 
lokasi wilayah  kabupaten/kota yang 
sama ataupun pada lokasi  wilayah 
kabupaten/kota yang berbeda. 

Pelaku Usaha wajib memperbarui  
informasi pengembangan usaha pada  
sistem OSS – jika di lokasi kab/kota sama 

Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan  
persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin  
Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik  
Fungsi (SFL) pada lokasi pengembangan usaha  
baru – jika di lokasi kab/kota yang berbeda 

9. 



Izin Operasional/ Komersial yang di Terbitkan melalui OSS  
(Pendampingan di DPMPTSP Prov Jateng) 

Izin Komersial 



Pembuatan 
Akun 

Pendaftaran  
NIB. 

01 

02 

03 

05 

06 

KOMITMEN : 
• IZIN LOKASI 
• IZIN LOKASI 

PERAIRAN 
• IZIN LINGKUNGAN  
• IMB. 
• ....................... 

IZIN KOMERSIAL/ 
 IZIN OPERASIONAL IZIN USAHA 

04 

NOTIFIKASI 

07 

KOMITMEN : 
1. DAFTAR /LIST  IZIN-IZIN 

YG DIPERLUKAN DALAM 
RANGKA KEG. IZIN 
KOMERSIAL/ 
OPERASIONAL/ 

2. PEMBAYARAN PAJAK 
DAERAH/ RETRIBUSI 

NOTIFIKASI 

7 

LANGKAH 
Perizinan Melalui OSS 



Kendala dalam Pelaksanaan OSS 

• NSPK sebagai syarat pemenuhan komitmen belum sepenuhnya tersedia dari K/L 

• Sistem masih perlu penyempurnaan  

• Izin Usaha dan Izin Komersial belum berlaku efektif karena mekanisme pemenuhan 

komitmen belum diatur dengan jelas 

• Produk yang dikeluarkan OSS belum dikenal oleh masyarakat luas 

• Tidak ada transisi dalam pelaksanaan OSS 

• Belum ada kejelasan regulasi terkait peran PTSP dalam pengendalian dan 

pengawasan OSS 



Online Single Submisison 

Layanan 

Permasalahan RTL 

1. Sistem masih dalam proses pengembangan : 

• Pembagian kewenangan belum sepenuhnya sesuai 

dengan peraturan yang ada sehingga isi webform 

masih tercampur dengan kewenangan Kab/Kota 

lainnya 

• Integrasi dengan sistem milik K/L dan sistem 

daerah 

2. Kapasitas SDM pelaksana OSS masih belum optimal 

3. Koordinasi antar SKPD belum maksimal 

4. Masyarakat belum sepenuhnya paham proses OSS 

 

1. Kab/Kota perlu menginventarisir permasalahan terkait 

pembagian kewenangan dan integrasi sistem yang 

dimiliki daerah 

2. Perlu koordinasi dengan pusat terkait pembagian 

kewenangan dan integrasi sistem yang dimiliki daerah 

3. Penguatan koordinasi dan persamaan persepsi antar 

SKPD di Pemerintah Prov, dan Kab/Kota 

4. Kegiatan layanan OSS seperti jemput bola lintas 

Kab/Kota. Contoh : Layanan berbantuan OSS sektor 

kelautan dan perikanan di Kab.Rembang 

 



Kendala Teknis Sistem OSS  
Per Sektor Perizinan 

Sektor Ketenagakerjaan : 

- Persyaratan / NSPK Izin Penampungan TKI belum ada 

- Kewenangan Izin Cabang P3MI dan Izin Penampungan belum ada 

Sektor ESDM dan Ketenagalistrikan : 

Sedang dalam proses penyesuaian dari Izin Usaha menjadi Izin Komersial 

(IO Genset) 

Sektor Perhubungan : 

Kementerian Perhubungan masih menerbitkan Izin Usaha secara manual  

Sektor Kelautan dan Perikanan :  

- BPKP dalam PP No 24 Tahun 2018 berubah nama menjadi TDKP, namun 

saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah masih 

menggunakan nama BPKP  

- Kementerian Kelautan dan Perikanan masih menebritkan Izin Usaha 

secara manual 



Kendala dalam Notifikasi 

• Webform masih belum stabil (contoh : 

urutan izin yang akan dinotifikasi tidak 

urut / acak mulai dari yang terbaru, 

preview dokumen yang sudah di 

upload sering tidak muncul dari sisi 

pemohon); 

• Belum ada mekanisme untuk 

memberitahu pemohon agar pemohon 

dapat segera memenuhi komitmen; 

• Fungsi user turunan pada webform 

belum dapat berjalan secara 

sempurna; 

 



Mekanisme Pengaduan 

PELAPOR 

Investor/masyarakat 

menyampaikan 

pertanyaan/keluhan 

Kanal 

Komunikasi 

1. Telepon 

2. Email 

3. Pengadua

n melalui 

Sistem 

OSS 

Front-End 

Helpdesk 

Helpdesk 

Agents 

Dibawah Tim 

Pelaksana 

Satgas 

Nasional 

Satgas 

Nasional 

Seluruh 

pelaporan di 

cc ke Satgas 

Nasional cq. 

Tim Pelaksana 

pada saat di 

broadcast ke 

satgas lain 

Satgas 

Nasional 

Satgas 

K/L 

Satgas 

Prov  

Satgas 

Kab/kota 



PENDAMPINGAN DPMPTSP  

DALAM PROSES PERIZINAN MELALUI OSS  



Notifikasi melalui OSS/ web form 



•Untuk melihat data perizinan perusahaan yg diproses OSS berlokasi di prov jateng 

• s/d  tgl30/10/2018 terdapat 8.690 perusahaan (NIB/IU/IO). 

Pengawasan oleh Satgas melalui OSS 



A. Layanan Berbantuan di DPMPTSP Prov Jateng 

Tahun 2018 

Layanan Berbantuan 

OSS  

di DPMPTSP Jateng 

Juli 
2018 

Agustus 
2018 

September 
2018 

Oktober 
2018 

November 
2018 

Desember 
2018 

Jumlah 
Pelayanan 

121 144 130 121 126 110 

Jumlah 
NIB 

45 77 74 70 96 70 

Jumlah  
Izin Usaha 

29 35 18 37 56 27 

Jumlah 
Izin 
Komersial 

14 11 18 13 30 12 

TOTAL 209 267 240 241 308 219 Layanan Berbantuan OSS  

di DPMPTSP Jateng 



Layanan berbantuan Lainnya  

1. Layanan berbantuan di pameran PRPP semarang 

2. Layanan berbantuan di Kab Rembang 

3. Layanan berbantuan di Kab Sragen 

4. dll 



Pelaksanaan Notifikasi dalam Rangka Pemenuhan Komitmen  
No Bidang Ternotifikasi Webform Yanjin Jumlah 

1 Ketenagalistrikan 56 178 2 236 

2 Air Tanah 11 72 10 93 

3 Pendidikan 3 12 0 15 

4 Perindustrian 0 151 0 151 

5 Kesehatan 16 161 0 177 

6 Perdagangan 0 62 0 62 

7 LH dan Kehutanan 8 132 0 140 

8 Pariwisata 0 103 0 103 

9 Ketenagakerjaan 22 90 0 112 

10 Obat dan Makanan 1 14 0 15 

11 Pertanian 0 79 0 79 

12 Koperasi 1 19 1 21 

13 Kelautan Perikanan 16 397 5 416 

14 
 

Perhubungan 
TOTAL 

21 
155 

298 
1768 

18 
34 

337 
1957 



35 Satgas Kab/Kota 

Telah terbentuk 

Fungsi satgas 

belum berjalan 

sempurna 

RT

L 

1. Penguatan tim satgas  Kab/ Kota 

2. Laporan kepada satgas nasional 

tentang perkembangan 

perizinan, penanganan 

pengaduan, penyederhanaan 

perizinan, dll 







USER MANUAL 
ONLINE SINGLE SUBMISSION 

(OSS) 

• Untuk user role ptsp 

KEMENTERIAN KOORDINATOR 
BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA 

www.oss.go.id 



1. AKSES PORTAL OSS 

User dapat mengakses laman web OSS  

(url: http://oss.go.id), web browser akan menampilkan 

laman berikut.  

www.oss.go.id 



2. LOGIN (1) 

Klik               yang 

terdapat pada pojok kanan 

atas laman web OSS, 

aplikasi akan 

menampilkan form login 

seperti gambar berikut. 

Kolom 

pengisian 

captcha 

  

www.oss.go.id 



2. LOGIN (2) 

Jika proses login sukses, aplikasi akan menampilkan laman 

seperti gambar berikut. 

www.oss.go.id 



3. PROFILE 

Pada menu ini, user dapat melihat informasi mengenai 

profil yang telah didaftarkan. 

www.oss.go.id 



4. WEBFORM 

Pada menu ini, pengguna 

dapat melihat seluruh 

permohonan perizinan 

yang ada. Pengguna juga 

dapat mengetahui status 

dokumen dan status izin 

serta melakukan evaluasi 

atau memberikan izin 

penerbitan.  

 

Pilih kolom yang ingin 

diproses untuk 

menampilkan tombol 

evaluasi dan 

penerbitan 

  

www.oss.go.id 



5. EVALUASI (1) 

Setelah pengguna memilih data izin pada menu webform, 

dan menekan tombol             aplikasi akan menampilkan 

form evaluasi seperti gambar berikut. 

Pengguna dapat memilih 

status evaluasi antara lain, 

validasi, verifikasi 

pembayaran, inspeksi dan 

ditolak 

  

www.oss.go.id 



5. EVALUASI (2) 

Pengguna diharapkan untuk melengkapi form yang tersedia 

dan memilih status evaluasi yang sesuai, jika proses 

evaluasi berhasil, maka status dokumen pada menu 

webform akan berubah seperti gambar berikut. 

Status dokumen 

setelah proses 

evaluasi 

  

w
w

w
.o

ss.go
.id

 



6. PENERBITAN (1) 

Jika pengguna menekan tombol              aplikasi akan 

menampilkan form penerbitan seperti gambar berikut. 

Klik untuk memilih 

tanggal terbit dan 

expired 

  

www.oss.go.id 



6. PENERBITAN (2) 

Jika proses penerbitan berhasil, status data izin pada menu 

webform akan berubah menjadi seperti tampak pada 

gambar berikut. 

Status data izin 

setelah proses 

penerbitan 

  

www.oss.go.id 


